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a. 

BUPATI PASURUAN 

PROVINS! JA WA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PASURUAN 

NOMOR 101 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN 

PENERIMAAN LAINNYA BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, 

TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF KETUA 

RUKUN TETANGGA DAN INSENTIF KETUA RUKUN WARGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PASURUAN, 

bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan 

Pemerintahan Desa agar Kepala Desa dan Perangkat Desa, 
Badan Permusyaratan Desa, Ketua Rukun Warga, Ketua 
Rukun Tetangga lebih memusatkan tenaga dan pikiran 

terhadap pelaksanaan tugas di Desa, perlu memberikan 

Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya 

bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan 

Permusyawaratan Desa serta Insentif Ketua Rukun 

Tetangga dan Insentif Ketua Rukun Warga; 

b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada
huruf a dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 81

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan

Pedoman Umum Pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan
dan Penerimaan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat

Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta

Insentif Ketua Rukun Tetangga dan lnsentif Ketua Rukun
Warga dengan Peraturan Bupati;

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;


























